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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara yang demokrasi, sehingga tuntutan

masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Saat ini tuntutan tersebut
sudah semakin terpenuhi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi
terutama media elektronika. Hampir di semua bidang kehidupan manusia
memanfaatkan media elektronika. “Media elektronik merupakan media komunikasi
dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-
banyaknya dan area yang seluas- luasnya”.! Peranan ini yang menempatkan posisinya
begitu penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Sehingga dalam
perkembangannya, media elektronika sudah bukan merupakan kebutuhan sekunder
melainkan sudah menjadi kebutuhan primer.

Media elektronik merupakan media yang paling cepat menyampaikan
informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti karena media elektronik dapat
menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian, dapat menampilkan
proses terjadinya suatu peristiwa dan juga dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Hampir semua masyarakat menggunakan media elektronik seperti : televisi, radio,
internet dan telepon genggam. Selain televisi, radio, internet dan telepon genggam

terdapat juga satu yang termasuk ke dalam media elektronik yaitu videotron.

! Dennis Roddy, 2012, Filter Komunikasi Media Elektronik, Elexmedia, Jakarta, him. 10



Videotron merupakan bentuk papan reklame digital yang menampilkan visual
gambar yang bergerak. Videotron atau LED screen billboard atau sering juga
disebut megatron saat ini mulai dilirik oleh pengguna jasa advertising untuk
menampilkan produk-produk mereka dengan penempatan di titik-titik
strategis di kota-kota besar, videotron menjadi semacam hiburan mata bagi
masyarakat yang melewati titik videotron tersebut.?

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat
pesat dan semakin canggih, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya menimbulkan dampak positif saja. Namun
juga menimbulkan dampak negatif yang mengarah kepada meningkatnya tindak
pidana atau kriminalitas yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime), terutama
tindak pidana pornografi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya internet yang
menyajikan situs-situs video porno, merebaknya produksi VCD porno, juga media
massa dan media elektronik yang sering memuat berita, cerita, dan gambar-gambar
yang dapat menimbulkan gairah bagi orang yang melihatnya. Belakangan ini marak
diberitakan tentang kasus pornografi yang melanggar kesusilaaan melalui media
elektronik baik berupa tulisan, gambar, video maupun barang yang tersebar di muka
umum.

Pengaturan pornografi melalui media elektronik dalam UU ITE Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah
pornografi, tetapi “Muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang
melanggar kesusilaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU

ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
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dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara

paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar (Pasal 45 ayat (1)

UU ITE)”.

Tindak pidana pornografi yang oleh KUHP dikualifikasi sebagai tindak
pidana berupa kesusilaan yang dirumuskan di dalam Pasal 282, yakni :

1. ayat (1) : Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar
kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau
ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut,
memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri,
atau memiliki persediaan, atau pun barangsiapa secara terang-terangan atau
dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya
sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2. ayat (2) : Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau pun barang
siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka
umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya

dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barang siapa secara terang-



terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau
menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk
menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan
pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

3. ayat (3) : Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama
sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Seperti halnya kasus pemutaran video porno di sebuah videotron (billboard
elektronik) di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat heboh masyarakat

di Indonesia. Kehebohan tersebut kini telah menjalar ke luar negeri karena sejumlah

outlet berita online asing turut melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat

(30/10/2016). “Sekitar pukul 1 siang hari di Jakarta, para pengguna jalanan tiba-tiba

dihebohkan dengan tayangan porno di layar lebar videotron. Namun, polisi kemudian

menyetop tayangan setelah berlangsung kurang lebih lima menit. Media luar negeri
lain yang ikut memberitakan penayangan video porno di videotron itu termasuk BBC.

PT Transito Adiman Jati selaku pengelolah dan pemilik videotron yang bersangkutan

telah meminta maaf kepada masyarakat atas tayangan yang tidak layak ditonton

tersebut.



Melihat kasus di atas yang menuai banyak kontroversi, maka penulis ingin
mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana PT.
Transito Adiman Jati Terhadap Tayangnya Video Porno Pada Videotron”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk
selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana
pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno
pada videotron?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian, sebab
merupakan jawaban yang dikehendaki dalam masalah penelitian. Sesuai dengan
masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
mengkaji pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya
video porno pada videotron.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini bagi penulis merupakan salah satu
syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam melakukan
penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu.

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di

bidang hukum pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang



berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati
terhadap tayangnya video porno pada videotron melalui media elektronik,
yang dikaitkan dengan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika
hukum vyang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan
teknologi terutama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT
Transito Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron
yang merupakan media elektronik, yang dikaitkan dengan KUHP dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama
sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan
hukum pidana untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PT Transito
Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron.

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh
semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak

yang bekerja di bidang hukum, khususnya hukum pidana.



1.5 Metode Penelitian
Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran

ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan
analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam
pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.
15.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statue approach) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani”.® Pendekatan kasus yaitu “Pendekatan yang dilakukan
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan yang tetap”.* dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai
“Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam
memecahkan isu hukum yang dihadapi”.> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk
menjawab pokok permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana PT Transito
Adiman Jati terhadap tayangnya video porno pada videotron.

Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjawab pokok masalah terkait

dengan pertanggungjawaban pidana PT Transito Adiman Jati terhadap tayangnya

3 peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, him. 93
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video porno pada videotron antara lain : KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoan
Terbatas dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
1.5.2  Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang
diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-

normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat

formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang
2 6

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.
1.5.3 Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari.
a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat™,
antara lain : KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer”®, berupa literatur-literatur
tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik

berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat

kabar dan lain sebagainya.

® Ibid, him. 194
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c. Bahan hukum tersier, yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Misalnya : kamus-kamus (hukum), internet, media massa,
ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya”.’

1.5.4 Medote Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu
“Mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan
dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang undangan, teori-teori,
atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat
kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan
permasalahan yang diangkat”.'
1.5.5 Medote Analisis Bahan hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan
hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat,
sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum
memakai “Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik
pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang

bersifat khusus”.!*
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